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BUPATI MAMUJU TENGAH 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMUJU TENGAH, 

Menimbang :  a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 31 Ayat (2)  

                          Undang-Undang   Nomor  6  Tahun   2014  tentang  Desa,   

                          perlu menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang Pemilihan  

                          Kepala Desa; 

b. bahwa  untuk melaksanakan untuk menyesuaikan 

perkembangan peraturan perundang-undangan dan 

kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Kepala Desa perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala 

Desa;  

Mengingat :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

                          Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang  

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4422); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398);  

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi 

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5397); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik   Indonesia   Nomor   5539)  sebagaimana  telah 
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1221); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157). 

Dengan Persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 

DAN 

BUPATI MAMUJU TENGAH 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1  

                       TAHUN 2017 TENTANG  PEMILIHAN KEPALA DESA. 
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              Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 Nomor 19) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) huruf  d dan huruf e Pasal 24 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

              Pasal 24 

(2) Persyaratan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 

menengah pertama atau sederajat dan/atau yang 

disetarakan; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 

pada saat mendaftar; 

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

             Pasal 27 

(1) Dalam hal Bakal Calon telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk 

ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa kurang dari 2 

(dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang 

waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. 

(2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan 

tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan 

waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan. 

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana 

dimaksud  pada  ayat (1) masa jabatan Kepala  Desa 

 berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa 

dari Pegawai Negeri Sipi dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten. 
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3. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

                    Pasal 29 

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling 

banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan 

Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.  

 

                    Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Mamuju Tengah. 

 

                                                                       Ditetapkan di Tobadak 
     pada tanggal 16 Maret 2021 
 
     BUPATI MAMUJU TENGAH, 

                     ttd 
  ARAS TAMMAUNI 

 

Diundangkan di Tobadak 
pada tanggal 16 Maret 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, 
    ttd     
ASKARY 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 
NOMOR 3 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU 
TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
   

  

  

              SABRY, S.Ag 
    NIP.19720619 200312 1 004 
 

 

 

   


